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Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Langkitin Kecamatan
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi pengelolaan keuangan Desa
Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan apa saja
hambatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Langkitin Kecamatan
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?, kemudian tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui evaluasi pengelolaan keuangan Desa
Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan untuk
mengetahui apa saja hambatan pengelolaan keuangan Desa Langkitin
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan
data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi
observasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan teknik
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan
kesimpulan (conclusion drawing). ( Wahyu :2018).
Dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan Desa Langkitin
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam
pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas transparansi,
akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dari
hasil pengukuran indikator menyediakan informasi yang jelas, kemudahan
akses informasi, membuka ruang untuk musyawarah bersama masyarakat.
Pengelolaan keuangan Desa Petalabumi sudah dikatakan cukup baik
berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana dalam
penyusunan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban kemudian keuangan desa dikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib
dan disiplin anggaran. Waluapun masih ada kekurangan dari segi
pertanggungjawaban pemerintahan desa terhadap masyarakat.
Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Transparan, Akuntabel,
Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.
ABSTRACT
This research was conducted at the Langkitin Village Office,
Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. The formulation of the
problem in this study is how to evaluate the financial management of
Langkitin Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency and
what are the obstacles to village financial management in Langkitin
Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency? Rambah Samo
District, Rokan Hulu Regency and to find out what are the obstacles to
financial management in Langkitin Village, Rambah Samo District,
Rokan Hulu Regency. The data collection technique that the writer uses
in this research is the technique of documentation, observation and
interviews. Then the data analysis technique that the author uses in this
research is to use methods with data reduction techniques (data
reduction), data presentation (data display), and conclusion drawing
(conclusion drawing). (Revelation: 2018).
In this study, the financial management of Langkitin Village,
Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency where in village financial
management must be based on the principles of transparency,
accountability, participatory and orderly and budgetary discipline can be
seen from the measurement results of indicators providing clear
information, easy access to information, opening space for consultation
with the community. The financial management of Petalabumi Village
has been said to be quite good based on Permendagri Number 20 of 2018
which in the preparation of village finances includes planning,
implementation, and accountability activities then village finances are
managed based on transparent, accountable, participatory principles and
carried out in an orderly and budgetary discipline. Even though there are
still shortcomings in terms of the accountability of the village
government to the community.
Keywords : Evaluation, Financial Management, Transparent,
Accountable, Participatory, Orderly and Budgetary
Discipline.
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah 
desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Masyarakat desa menjadi fokus pentinng dalam pembangunan 
pemerintah. Karena sebagian besar wilayah indonesia berada di 
pedesaan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik 
yang mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah 
(Tangkumahat, dkk 2017). UU No.6 Tahun 2014 tentang desa 
menjadikan kedudukan desa menjadi lebih kuat. Dalam hal ini desa 
diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial 
budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola 
kelembagaan desa (Aziz,2016). 
Membangun Indonesia dari pinggiran adalah nawacita era 
Presiden Joko Widodo. Program tersebut direncanakan karena desa-
desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan era sebelumnya 




   Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan 
disetiap desa meningkat. Tetapi dana desa juga memunculkan 
permasalahan yang baru dalam pengelolaan pemerintah desa 
diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-
undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, 
Burhanuddin dan Lubis, 2016). Desa tidak lagi menjadi objek 
pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun 
kesejahteraan (Mondong, 2013). 
Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan  
reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari 
kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya 
pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan 
desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif 
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  
Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program 
pemerintah membangun indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemerataan 




perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta 
memperkuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan dan 
mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa (Rorong, 2015).  
Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan 
nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (Rosnawati, 
2015). Dana desa 1 milliar pertahun ke desa diharapkan mampu 
merubah wajah pedesaan, pembangunan tidak lagi berpusat di pulau 
jawa. Desentralisasi desa diawali  dengan digulirnya Alokasi Dana 
Desa (Hanif, 2011). 
Sejak digulirkannya dana desa pada  tahun  2015 sampai  
dengan tahun 2020 , dana desa yang sudah tersalurkan yaitu sebesar 
Rp 322,32 Triliun, hal ini disampaikan langsung Menteri Desa 
Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi, Abdul Halim 
Iskandar, (Tribunnews.com, 15 Januari 2021). 
Pembangunan berbasis pedesaan sangat penting dan perlu 
untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat 
pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar  
wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan (BAPPENAS, 2017). 
Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam 
pengelolaan keuangan desa, semua lapisan mulai dari aparat 
berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar 




proses pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pembangunan adalah 
untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga 
menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik 
(Maulidin, 2017). 
Tabel.1.1 Jumlah Dana Desa Tahun 2017-2020 Desa Langkitin Kecamatan 
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu 
 
Sumber: Sid.kemendesa.go.id 
Pada tahun 2020 Kecamatan Rambah Samo Kabupaten 
Rokan Hulu memperoleh alokasi dana desa sebesar 
10.546.498.000 miliar. Dana desa yang tersalur ke Desa ramboh 
samo barat pun tercatat sebesar 835.857.000 miliar. Sementara itu 
untuk Desa Langkitin mendapatkan dana sekitar  Rp. 782.441.000 
(www.keuangandesa.com, Juni 2020).  
Dana Desa tahun 2019, Desa Langkitin fokus memperbaiki 
infrastruktur desa diantaranya, Semenisasi jalan Rt 02 dan Rt 06 
dengan biaya sebesar Rp. 350.000.000, Pembangunan jalan usaha 
tani Rp. 120.000.000, Pembangunan gedung TK Rp. 120.000.000 
No. Tahun Anggaran Anggaran 
1 2017 Rp. 816.193.000 
2 2018 Rp. 832.382.000 
3 2019 Rp. 1.202.840.000 
4 2020 Rp. 1.156.226.000 




Sedangkan untuk pengadaan sumur bor Rp. 26.000.000,  
pembangunan MCK Rp. 30.000.000. Untuk Bumdes Desa 
Langkitin menganggarkan Rp. 80.000.000. 
Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Langkitin 
memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi desa maju dan 
mandiri. 6 tahun dana desa, desa Langkitin hanya fokus dengan 
pembangunan infratsruktur.. Pemerintah mulai tahun 2020 juga 
memberikan dana desa yang jumlahnya cukup banyak. Dana desa 
tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah 
desa. Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan asas 
transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran 
seperti yang tercantum dalam Peraturan Mentri Dalam Negri No.20 
Tahun 2018. 
 Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat 
(desentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, 
dan didukung oleh potensi yang menjanjikan dari daerah tersebut, 
bukan suatu hal yang mustahil jika desa Langkitin akan merubah 
statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju. 
Tahun 2020 dana desa difokuskan untuk padat karya tunai 
desa dan BLT dana desa. Yang mendapat bantuan covid 19 terdapat 
160 kepala keluarga. Desa langtkitin menganggarkan dana desa 
untuk BLT dan penanganan covid 19 sebesar Rp. 558.733.000 juta. 




pemerintahan desa dinilai kurang transparan karena banyak keluarga 
yang mampu secara ekonomi yang mendapatkan BLT sedangkan 
yang dianggap miskin tidak mendapat bantuan. Polemik ini terus 
terjadi di masyarakat, karena dinilai kurang transparan mengelola 
anggaran yang ada sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di 
tengah-tengah masyarakat. 
Pencegahan covid 19 menghabiskan anggaran Rp. 43.996.000 
juta padahal hanya untuk pembelian disinfektan dan penyemprotan. 
Kurangnya transparansi dan miss komunikasi antara aparatur 
pemerintahan desa dan masyarakat menjadikan masalah ini menjadi 
liar dan berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini desa 
Langkitin dikateogorikan kedalam desa berkembang sesuai dengan 
data IDM (Indeks Membangun Desa) dan IPM (Indeks Pembangunan 
Manusia) milik Kemendes PDTT. Oleh karena itu, penelitian ini 
mencoba melihat apakah keuangan desa Langkitin telah dikelola 
sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan 
disiplin anggaran. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Langkitin 
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 
2020”. 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Lankitin 




2. Apa saja hambatan pengelolaan  keuangan desa di Desa Lankitin 
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten  Rokan  Hulu Tahun  2020? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Lankitin 
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten  Rokan  Hulu Tahun  
2020? 
 
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan keuangan  desa di Desa 
Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten  Rokan  Hulu 
Tahun  2020?  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi 
terhadap pengelolaan keuangan desa. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran 
terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dan diharapkan 














Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui 
kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap 
suatu objek. (Soemalis yang dikutip oleh Aljannah.,2017) dan 
Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu 
fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai. 
(Mustofadijaja yang dikutip oleh Fahrizal.,2018) 
Menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Somborarak 
(2014) kriteria evaluasi untuk mencapai sasaran sesuai tujuan 
yang telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu : 
1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang di inginkan telah tercapai; 
 
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai 
dapat memecahkan masalah; 
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan 
kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok-kelompok 
tertentu; 
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai
 bermanfaat 
5. Menurut South N, Tinangon J dan Rondonuwu S (2016) 
Efektivitas dapat dinilai berdasarkan : 






Adapun standar ukuran efektivitas sesuai acuan Litbag Depdagri yang 
dijabarkan oleh Yuniastri S dan Ratna A.K (2015) yaitu : 
 
Tabel 2.1 Standar Efektivitas 
Sumber : Litbang Depdagri, Tahun 1991 
 
b. Keuangan Desa 
 
Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018, “Keuangan desa 
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak 
dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, 
belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. 
Pengelolan APBDesa didasarkan pada prinsip partsipatif, 
transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa 
pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen 
anggaran tersebut terdiri dari : 
1. Pendapatan desa 
 
Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk 
Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun 
Rasio Efektivitas Tingkat Capaian 
Dibawah 40 Sangat tidak efektif 
40-59,99 Tidak efektif 
60-79,99 Cukup efektif 




anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa 
bersumber dari : 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
 
(a) Hasil usaha, antara lain : Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) dan tanah kas desa. 
(b) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, 
tempat permandian umum dan jaringan irigasi. 
(c) Swadaya, partisipasi dan gotongroyong, sebagaimana 
dimaksud yaitu membangun dengan kekuatan sendiri 
yang melibatkan peran serta masyarakat berupa 
tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. 
(d) Lain-lain pendapatan asli desa, misalnya hasil 
pungutan desa. 
b. Pendapatan transfer desa 
 
(a) Dana desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
(b) Alokasi Dana Desa (ADD) 
 
(c) Bagi hasil pajak dan restribusi 
 





c. Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa





2. Belanja Desa 
 
Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari 
rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh 
desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari : 
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas : 
 
(a) Belanja pegawai 
 
Belanja pegawai dianggarkan bagi pengeluaran 
penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan 
perangkat desa serta tunjangan BPD dimana pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan akan diperoleh pembayaran kembali 
oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari : 
(a) Penyelenggaraan  pemerintahan desa 
 
(b) Belanja pegawai 
 
(c) Belanja barang dan jasa 
 
(d) Belanja modal 
 
3. Pembiayaan desa 
 
Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 






a. Penerimaan pembiayaan : 
(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  
(b) Pencairan dana cadangan 
 
(c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 
 
b. Pengeluaran pembiayaan 
 
c. Pengelolaan Keuangan Desa 
 
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa 
“Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban keuangan desa”. 
2. Asas Pengelolaan keuangan Desa 
 
Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 
menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan 
asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran”.  
a. Transparansi 
Menurut Wijaya (2018) dalam bukunya 
“Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa : 
“Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang 
memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat 
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. 
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tida 




desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 
 
Indikator transparansi yang dikemukakan dalam 
Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni: 
1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai 
APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi 
2. Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan 
anggaran, alamat pengaduan. 
b. Akuntabilitas 
 
Wahyu (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas 
adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi 
wewenang dalam mengelola sumber daya publik. 
Sedangkan menurut Aditya (2018) akuntabilitas 
membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab 
pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber 
daya yang ada digunakan dan apa tujuannya. 
 
 Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri 
No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini 
yakni : 
1.  Tahap perencanaan 
 
a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa 
dianggarkan dalam APBDesa 




RKP Desa tahun berkenaan. 
2. Tahap pelaksanaan.  
 
a. Pengelolaan   keuangan desa dilaksanakan 
melalui rekening kas desa. 
 
b. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 
c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran
anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas 
panjar. 
3. Tahap penatausahaan 
 
a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.. 
b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat 
setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku 
kas umum. 
1. Tahap pelaporan 
 
a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan 
realisasi APB Desa semester pertama kepada 
Bupati/Walikota melalui camat. 
b. Laporan semester pertama berupa laporan 






2. Tahap pertanggungjawaban 
 
a. Kepala desa menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 
kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran. 
b. Laporan pertanggungjawaban. 
3.  Partisipatif 
 
Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah 
desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur 
masyarakat desa. Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah 
persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik 
yang dianjurkan oleh demokrasi. Sedangkan menurut 
Sujarweni (2015) dalam bukunya “Akuntansi Desa” 
menjelaskan bahwa : 
“Partispatif adalah prinsip dimana bahwa setiap 
warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai 
hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan 
pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh 
pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung 
maupun tidak langsung”. 
 
Indikator partisipatif dalam Pemendagri No. 20 tahun 
2018 yakni: 
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang 
disampaikan kepala desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di 




2. Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan 
desa.  
D. Tertib dan disiplin anggaran 
 
Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, 
pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu 
tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 
31 Desember. 
Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang 
tertuang dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :  
a. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun 
anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 
b. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi 
c. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan 
Bupati/Walikota mengenai pengelolan keuangan desa. 
3. Tahapan Pengelolaan keuangan desa 
 
. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri No. 
20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan 
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola 
berdasarkan putusan dari kepala desa yang pengelolaannya 
berdasarkan APB Desa. 













E. Tinjauan Empiris 
 
Tinjauan empiris merupakan penelitian yang relevan yang 
mendukung temuan penelitian. Penulis telah mengumpulkan 






Tabel Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 
1 Siti Aljannah Evaluasi Alokasi Penelitian ini Hasil penelitian 
 (2017) Dana Desa Menggunaka
n 
Menunjukkan 
  (ADD) dalam Metode bahwa ADD yang 
  Menunjang Deskriptif diperoleh desa 
  Pembangunan  Tambusai tahun 
  desa di  2013 sebesar Rp 
  Kecamatan  439.650.000, 
  Tambusai Utara  sedangkan pada 
  Kabupaten  tahun 2014 
  Rokan Hulu  sebesar Rp 
  (Studi kasus:  375.800.000. 
  Desa Tambusai  penggunaan ADD 
  Utara Tahun  desa Tambusai 
  2013-2014)  Utara lebih 
    banyak digunakan 
     untuk pendapatan 
    tetap kepala desa  dan 
perangkat desa sebesar 
45% dan dana operasional 
untuk desa sebesar 12%. 
Sedangkan untuk 
pembangunan 























Menengah Desa telah 
dilakukan secara 
partisipatif dan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa 
telah disusun sesuai 
informasi dari pemerintah 
daerah kabupaten 
Magetan. 





















desa secara umum telah 
sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
Tetapi, penelitian ini juga 
menemukan bahwa 































menunjukkan  bahwa 
transparansi manajemen 
keuangan ADD jika 























DAD sangatlah berperan 
bagi pembangunan desa. 
6 Victor P.K Evaluasi Penelitian ini Hasil penelitian 
 lengkong, Pengelolaan Menggunakan Menunjukkan 
 Hizkia H.D dana desa Metode bahwa pada 
 Tasik Dengan Sampling dimensi pertama 
  Instrumen  Kabupaten 
  Dimensi  Minahasa memiliki 
  Pengukuran  skor tertinggi 





  dana desa  Kabupaten 
  (DP2D2)  Minahasa Utara 
  berdasarkan UU  dan Minahasa 
  No.6 Tahun  Selatan dengan 
  2014  skor masing- 
    masing 2,54 dan 
    2,53. Pada 
    Dimensi 
    Pembangunan 
    sarana dan 
    prasarana desa 
    Menunjukkan 
    bahwa dana desa 
    difokuskan untuk 
    Pendanaan 
    Pembangunan 
    Sarpras 
    transportasi. Pada 
    Dimensi 
    Pemberdayaan 
    masyarakat, desa- 
    desa yang diteliti 
    kurang mendanai 






Minahasa 2,03. Pada 
dimensi 
penyelewengan 
tercatat ada 8 desa 
yang memakai dana 
desa untuk mendanai 
program yang tidak 




















































































9 Stefanus Evaluasi Penelitian ini Hasil penelitian 
 Dimasias Aditya Pengelolaan Menggunakan Menunjukkan 
 (2018) keuangan desa Metode Bahwa 
  Berdasarkan Kualitatif Pengelolaan 
  asas transparan, Deskriptif keuangan desa 
  akuntabel,  Sambirejo telah 
  partisipatif, tertib  sesuai asas 
  dan disiplin  transparan, 
  anggaran (Studi  akuntabel, 
  kasus di desa  partisipatif, tertib 
  Sambirejo,  dan disiplin 
  Kecamatan  anggaran dengan 
  Ngawen  Terpenuhinya 
  Kabupaten  semua indikator. 
  Gunung Kidul)  Tetapi masih 
    Terdapat 
    hambatan yang 
    Dihadapi 
    pemerintah desa 
    seperti kurangnya 
    SDM yang 
    berkompeten, 
    Kurangnya 
    kedisiplinan dalam 
    Mengisi 
    dokumen,cuaca 
    dan bencana alam 
    yang dapat 
    Mengganggu 
    Kegiatan 
    Pembangunan 
    serta peraturan 
    dari pemerintah 
    pusat yang dapat 
    secara tiba-tiba 
    berubah. 
10 Ali ulumudin Evaluasi Penelitian ini Hasil penelitian 
 (2017) Pengelolaan Menggunakan Menunjukkan 
  dana desa di Metode bahwa program 
  desa Puser Kualitatif dari anggaran 
  Kecamatan Deskriptif dana desa pada 
  Tirtayasa  tahun 2016 di 
  Kabupaten  desa Puser lebih 
  Serang Tahun  Kepada 
  2016)  Pembangunan 






F. Definisi Konsep 
1. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui keiatan 
membandin-bandinkan hasil penamatan terhadap suatu objek 
(soemalis yang dikutip oleh aljanah., 2017) 
2. Keuangan  desa adalah semua hak dan kewajiban desa yan dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.  
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk menatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak-hak tradisional 
yang diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahaan negara 
kesatuan republik indonesia. 
 
    anggaran dana 


















G. Konsep Operasional 
 













1. Tansparansi a. kepala desa menyampaikan 
informasi mengenai APBDesa 
kepada masyarakat melalui media 
informasi. 
b. Informasi memuat APBDesa, 
pelaksanaan kegiatan anggaran, 
alamat pengaduan. 
2. Akuntabel a. Tahap perencanaan 
b. Tahap pelaksanaan 
c. Tahap penatausaan 
d. Tahap peloporan 
e. Pertanggungjawaban 
3. Partisipatif a. Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa yang 
disampaikan kepala desa kepada 
Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) untuk dibahas dan 
disepakati bersama dalam 
musyawarah. 
b. Masyarakat ikut serta dalam 
kegiatan pemerintahan desa. 
4. Tertib dan 
disiplin 
anggaran 
a. Pengelolaan keuangan dikelola 
dalam tahun angaran tanggal 1 
januari sampai 31 desember. 
b. Pelaksana angaran dilakukan oleh 
kaur dan kasih. 
c. Tata cara pengunaan anggaran 
diatur dalam peraturan bupati/ 
walikota mengenai pengelolaan 
keuangan desa. 







H. Pandangan Islam  
(QS. Al-Hasyr ]59[ : 7) 
ٌِْم  ًٖ ِمْه اَ نِ ُْ ّ َرُس ُ َعهه
اْبِه َمآ اَفَۤاَء ّللّاه َ ِكْيِه  اْنَمسه َ  ّ مه اْنيَته َ  ّ نِِذِ اْنقُْزبه َ ِل  ُْ ُس نِهزَّ َ  ًِ
ِ فَهِهّه اْنقُزه
ٍه  َما وَ َ يُ  َْ ُل فَُخُذ ُْ ُس ىُكُم انزَّ ته َمآ اه َ نَةً ۢ بَْيَه اَْلَْغىِيَۤاِء ِمْىُكْمْۗ  َْ َن ُد ُْ بِْيِمِۙ َكْي ََل يَُك ۚا انسَّ ُْ ىُكْم َعْىًُ فَاوْتٍَُ
 َ
اتَّقُُا ّللّاه َ  ِۘ َ َدِذْيُذ اْنِققَا
  ْۗاِنَّ ّللّاه
Artinya:Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 
Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 
antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan 
Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 
 
I. Kerangka Pikir 
 
Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah tim yang dibentuk 
untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui surat 
ketetapan kepala desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang 
selanjutnya dibantu oleh tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 
yang disingkat PPKD yang terdiri dari Sekretaris desa sebagai unsur 
pimpinan sekretariat desa yang bertugas sebagai koordinator PPKD, 





Transparan akuntabel Partisipatif 
Evaluasi 













A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 
Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data digunakan secara trianggulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari generalisasi. Sedangkan menurut Wahyu 
(2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan 
wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 
pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. 
B. Fokus Penelitian 
 
Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku 
memahami sistem pengelolaan keuangan desa melalui data-data yang 
dikumpulkan yang kemudian dijelaskan dengan kata-kata dalam 
penelitian ini. 
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
Lokasi penelitian Evaluasi pengelolaan keuangan desa ini berada 
di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu 




D. Informan Penelitian 
 
  Tabel.3.1 informan penelitian 
No Jabatan Jumlah Orang 
1. Kepala Desa 1 orang 
2. Sekretaris Desa 1 orang 
3. Kaur 1 orang 
4. RT 1 orang 
5. RW 1 orang 
6 BPD 1 0rang 
7 Masyarakat 3 orang 
Total 9 Orang 
    Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
 
Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang 
dipercaya dapat memberikan informasi yang akurat. Sesuai ketentuan 
Pemendagri No.20 Tahun 2018 subjek tersebut meliputi : 
1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan 
desa yang dipisahkan; 
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan desa. PPKD terdiri atas : 
a. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD; 
 
b. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud bertugas sebagai 
pelaksana kegiatan anggaran; 
c. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud bertugas untuk : 
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menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang 
meliputi : menerima menyimpan, menyetor/membayar, 
menatahusahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan 
pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
APB Desa. 
3. Masyarakat desa 
 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan Kaur 
Keuangan pada Desa Langkitin. 
E. Sumber data 
 
Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa uraian-uraian 
kalimat tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data 
kualitatif berupa uraian  terperinci dari refrensi buku dan kutipan 
langsung dari google . Jenis data pada penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian dalam hal ini adalah Kepala desa dan Kaur 
keuangan desa Langkitin. Data ini kemudian memerlukan 
pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini data 
primer yang peneliti gunakan adalah wawancara kepada 
Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang  
sudah ada. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu : 
a. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang 
30  
 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, 
jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan 
objek penelitian. 
b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu 
baik berupa tulisan atau gambar yang digunakan di Desa 
Langkitin, seperti Laporan APB Desa, Laporan realisasi 
APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai 
dan Buku Pembantu Bank. 
c. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan 
keuangan desa yaitu Pemendagri No. 20 Tahun 2018. 
 
F. Pengumpulan data 
 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik 
berupa tulisan seperti Laporan APBDesa atau gambar seperti 
Baliho yang digunakan di desa Langkitin. Teknik yang 
dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip 
resmi desa. 
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan 
Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 
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telah diberikan. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah 
daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk mengetahui 
pengelolaan keuangan desa di desa Langkitin tahun anggaran 
2020. 
3. Observasi adalah suatu aktivitas penamatan terhadap sebuah 
objek secara lansun dan detail guna untuk menemukan informasi 
mengenai objek tertentu. Beberapa bulan terakhir saya telah 
melakukan penamatan di desa langkitin dalam hal pengakolasian 
keuangan desa.  
G. Teknik analisis data 
 
Miles, Huberman dan Saldana dalam Wahyu (2018) mengatakan 
bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yakni Reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 
(conclusion drawing). Komponen analisis data yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
 
Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara 
merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang 
sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti 
melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, 
mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan desa. 
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2. Penyajian data (Data Display) 
 
Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi 
atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumentasi dan observasi dianalisis untuk mengambil aksi 
berdasarkan pemahaman. 
Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif 
(catatan lapangan, tabel, diagram atau bagan). Proses ini akan 
dilakukan dari hasil wawancara yang berupa audio kemudian 
dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen 
yang telah diperoleh dievaluasi. 
3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 
  Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah 
penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi da 
disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan 
bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah 
jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah 
diungkapkan peneliti sejak awal. 
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BAB IV
PROFIL DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH
SAMO KABUPATEN ROKAN HULU
A. Letak Geografis dan Demografis
1. Geografis
Pada awalnya Desa Langkitin adalah merupakan salah satu dusun dari
desa Rambah Samo Barat yaitu dusun langkitin yang masyarakatnya terdiri dari
suku Mandailingdan Jawa. Mengapa desa Langkitin diberi nama langkitin?
Karena disungai yang berada di langkitin itu sangat banyak sifut yang artinya
langkitang dalam bahasa Mandailing, maka para tokoh masyarakat sepakat untuk
menamakan desa itu dengan nama desa Langkitin.
Namun dengan majunya zaman, dan kecerobohan masyarakat yang mana
dasar nama desa itu berasal dari siput (langkitang) karena banyaknya siput di
perairan sungai langkitin, namun sekarang hanya tinggal sejarah karena susah
sekali untuk mencari siput (langkitang) tersebut disungai karena telah punah oleh
masyarakat yang menggunakan racun untuk mencari ikan.
Pada tahun 2000 Bapak Makmur Daulay yaitu kepala dusun langkitin
bersama tokoh masyarakat membentuk tim pemekaran desa. Pada tahun 2003 s/d
2006 desa Langkitin dipimpin oleh Pjs Kepala Desa yaitu Bapak Makmur
Daulay. Pada tahun 2006 Pjs Desa Langkitin menjadi desa defenitif yang di
pimpin oleh Bapak Mashuri Daulay sampai tahun 2012.
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Pada tahun 2012 s/d 2018 pergantian kepala desa Bapak Mashuri Daulay
melalui pemilihan kepala desa, terpilih Bapak Afrizal sebagai kepala desa yang
baru di desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Pada
tahun 2018 desa Langkitin dipimpin oleh Pjs Kepala Desa Bapak Anton Daulay.
Pada tahun 2019 s/d 2025 pergantian Pjs Kepala Desa Bapak Anton
Daulay melalui pemilihan kepala desa, terpilih Bapak Refli Nasution sebagai
kepala desa yang baru di desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten
Rokan Hulu.
 Batas Wilayah Desa
 Letak geografis desa langkitin, terletak diantaranya
 sebelah utara : Desa Karya Mulia
 sebelah selatan : Desa Marga Mulya dan Desa Sungai Salak
 barat : Desa Rambah Samo Barat
 timur : Desa Rambah Samo
2. Demografis
Jumlah penduduk Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo menurut
data terakhir tahun 2019 adalah sebanyak 2045 jiwa yang terdiri dari 551




Jumlah penduduk desa Langkitin
menurut jenis kelamintahun 2020
No Jenis kelamin Jumlah %
1 Laki-Laki 1046 jiwa 50,72 %
2 Perempuan 999 jiwa 49,28 %
Jumlah 2045 jiwa 100 %
Sumber : Data statistik Desa Langkitin tahun 2020
Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa
Langkitin berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 2045
jiwa yang tinggal di Desa Langkitin yang berjenis kelamin laki-laki
berjumlah 1.046 jiwa atau dengan persentase 50,72%, sedangkan jenis
kelamin perempuan berjumlah 999 jiwa atau dengan persentase 49,28%
dari keseluruhan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Desa Langkitin
berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel II.2
Jumlah penduduk desa Langkitin
menurut kelompok umur tahun 2020
No Kelompok Umur Jumlah %
1 00-17 tahun 789 jiwa 38,58%




137 jiwa 06,69 %
Jumlah 2045 jiwa 100%
Statistik Desa Langkitin tahun 2020
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur
terbesar adalah usia 18-55 tahun yaitu sebanyak 1119 jiwa atau
dipersentasekan sebesar 54,47 %, berikutnya usia 00-17 tahun yakni
sebanyak 789 jiwa atau 38,58 %, kemudian penduduk dengan umur 55
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tahun keatas sebanyak 137iwa atau dipersentasekan sebanyak 6,69 %
dari keseluruhan penduduk yang ada.
Kemudian selanjutnya adalah jumlah penduduk berdasarkan
etnis atau suku yang ada di Desa Langkitin, sebagaimana yang
tercantum dalam tabel di bawah ini, yaitu :
Tabel II.3
Jumlah penduduk desa Langkitin
menurut suku atau etnis tahun 2020
No Suku Laki-Laki Perempuan
1 Mandailing 730 jiwa 687 jiwa
2 Jawa 369 jiwa 259 jiwa
Jumlah 1099 jiwa 946 jiwa
Sumber : Data Statistik DesaLangkitn tahun 2020
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa suku yang ada di Desa
Langkitin ada dua yakni suku Mandailing sebanyak 730 jiwa laki-laki dan
perempuan sebanyak 687 jiwa, kemudian masyarakat yang memiliki suku
Jawa sebanyak 369 jiwa laki-laki dan 259 jiwa perempuan.
B. Sosial Pendidikan
Pendidikan di Desa Langkitin terus-menerus mengalami perkembangan,
sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap
warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lembaga pendidikan yang
ada di Desa Langkitin terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang
terdiri dari paud, tk, sd, untuk bidang pendidikan umum, untuk lebih jelasnya
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sarana pendidikan yang ada di Desa Langkitin dapat dilihat pada tabel berikut
:
Tabel II.4




Negeri Swasta Jumlah %
1 PAUD - 1 1 25,00 %
2 TK - 1 1 25,00%
3 SD 1 - 1 25,00 %




1 - 25,00 %
Jumlah 1 3 3 100%
Sumber : Data Statistik Langkitin tahun 2020
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di
Desa Langkitin yakni PAUD berjumlah 1 buah atau dipersentasekan sebesar
25,00 %, kemudian TK berjumlah 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00
%, selanjutnya sarana SD sebanyak 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00
%, kemudian Perguruan Tinggi 1 buah atau dipersentasekan sebesar 25,00 %
dari sarana pendidikan yang ada. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk
sebanyak 2049 jiwa, maka sarana pendidikan tersebut sudah bisa dikatakan
cukup memadai, serta di Desa Langkitin juga terdapat pendidikan atau
pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di
mesjid, musholla serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut.
Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa
Langkitin, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel II.5
Tingkat pendidikan masyarakat desa Langkitin tahun 2020
No Tingkat Pendidikan Jumlah %
1 Belum sekolah 564 jiwa 27,57 %
2 Taman Kanak-Kanak 125 jiwa 6,11 %
3 Tamat SD 679 jiwa 33,20 %
4 Tamat SMP 253 jiwa 12,37 %
5 Tamat SLTA 372 jiwa 18,19 %
6 PT (D1-D3) 5 jiwa 0,24 %
7 S 1 45 jiwa 2,20 %
8 S 2 2 jiwa 0,09 %
9 S 3 - -
JUMLAH 2049 jiwa 100%
Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa
Langkitin sangat beragam ada yang belum sekolah sebanyak 564 jiwa atau
dipersentasekan sebanyak 27,57 %, yang taman kanak-kanak sebanyak 125
jiwa atau dipersentasekan sebanyak 6,11 %, kemudian yang tamat SD
sebanyak 679 jiwa atau 33,20 %, tamat SMP sebanyak 253 jiwa atau 12,37 %,
tamat SMA sebanyak 372jiwa atau 18,19 %, yang tamat PT (D1 – D3)
sebanyak 4 jiwa atau 0,24 %, yang S1 sebanyak 45 jiwa atau 2,20 % dan
untuk lulusan S2 sebanyak 2 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 0,09 %.
Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada
masyarakat Desa Langkitin sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong sangat
tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9
tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
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C. Sosial Ekonomi
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Langkitin
melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel II.6
Jumlah penduduk desa Langkitin
berdasarkan mata pencaharian tahun 2020
No Mata pencaharian Jumlah %
1 Petani 449 jiwa 21,95 %
2 Buruh 10 0,48
3 PNS 18 Jiwa 0,88 %
4 Swasta/BUMN 25 Jiwa 1,22 %
5 Pedagang 55 Jiwa 2,68 %
6 TNI/Polri - -
7 Jasa 8 Jiwa 0,39 %
8 Pengrajin - -
9 Nelayan - -
10 Pekerja Seni - -
11 Pensiunan 3 jiwa 0,14 %
12 Tidak bekerja 20 Jiwa 0,97 %
13 Lainnya 1457 jiwa 71,24 %
Jumlah 2049 jiwa 100%
Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Langkitin
berdasarkan mata pencaharian di dominasi kategori yang lainnya yaitu
berjumlah 1457 jiwa atau dipersentasekan sebesar 71,24 %. Masyarakat Desa
Langkitin yang bekerja sebagai petani sebanyak 449 jiwa atau dipersentasekan
sebanyak 21,95 %, serta diikuti oleh masyarakat yang bekerja sebagai PNS
sebanyak 18 jiwa atau 0,88 %, swasta/BUMN sebanyak 25 jiwa atau 1,22 %,
yang menjadi pedagang sebanyak 55 jiwa atau 2,68 %, sebagai jasa sebanyak
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8 jiwa atau 0,39 %, sebagai Pensiunan sebanyak 3 jiwa atau 0,14%, dan yang
tidak bekerja sebanyak 20 jiwa atau dipersentasekan sebanyak 0,97%.
D. Sosial Keagamaan
Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur
terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk
menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun
agama yang dianut oleh masyarakat Desa Langkitin adalah agama Islam,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel II.7
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2020
No Agama Jumlah %
1 Islam 2.049 Jiwa 100%
2 Kristen 0 0
3 Katholik 0 0
4 Hindu 0 0
5 Budha 0 0
Jumlah 2.049 jiwa 100%
Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat Desa
Langkitin yang berjumlah 2.049 jiwa bergama Islam atau dipersentasekan
sebanyak 100%. Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat
dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga dengan
memadainya sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat memacu minat
masyarakat untuk beribadah dan dapat membangun kesadaran masyarakat
dalam bergama serta dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan
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harmonis, karena setiap masyarakat sadar bahwa agama Islam adalam agama
yang rukun dan cinta akan kedamaian. Di Desa Langkitin terdapat beberapa
sarana ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel II.8
Sarana ibadah tahun 2020
No Sarana ibadah Jumlah
1 Mesjid 2 buah
2 Mushallah 3 buah
Jumlah 5 buah
Sumber : Data Statistik Desa Langkitin tahun 2020
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mesjid berjumlah 2 buah dan
mushallah berjumlah 3 buah, sarana dan prasarana ibadah tersebut sudah
cukup memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan agama yang terdapat di
Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo.
E. Aparatur Desa Langkitin
Adapun Aparatur Desa dan BPD Desa Langkitin yaitu:
1. Kepala Desa : Refli Nasution
2. Sekretaris Desa : Anton Daulay
3. Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa : Ressiliani
4. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan : Swanto
5. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha : Khaironi Pionta
6. Kepala Seksi Pemerintahan Desa : Vini Alvionta
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa : Sefni Kasmita
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Adapun Nama-Nama Anggota Badan Permusywaratan Desa Langkitin Adalah
1. Ketua : Subir
2. Wakil Ketua : Mashadi
3. Sekretaris : Marsah





Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan Pemendagri
No. 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa Langkitin telah mengelola
keuangan Desa Langkitin sesuai asas transparan, akuntabel ,
partisipatif , tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas
yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan
mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa
Langkitin.
B. Saran
Penelitian ini hanya membahas bagaimana pengelolaan
keuangan desa secara teknis berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun
2018 sesuai asas transparan, Akuntabel , Partisipatif, tertib dan
Disiplin anggaran. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar
membahas tentang komponen pengelolaan keuangan secara detail
dan untuk pemerintah Desa Langkitin semakin meningkatkan
pengelolaan keuangan desanya untuk mensejahterakan
masyarakatnya.
Desa Langkitin adalah salah satu desa yang kaya akan sumber
daya alam dan sumber daya manusia, apabila kedepannya dikelola
dengan baik tidak mustahil desa Langkitin akan menjadi salah satu
desa Maju di Indonesia. Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta
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sumber alam lainnya sudah begitu lengkap tinggal bagaimana kita
memanfaatkan ptensi yang ada. Dana yang begitu besar dari
pemerintah pusat  melalui dana desa yang dikucurkan setiap tahun
dirasa mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada.
Karena infrastruktur desa yang sudah lumayan memadai kini
pemerintah desa hanya berfokus memperbaiki ekonomi masyarakat.
Pengembangan Bumdes menjadi hal yang harus aparatus desa
tingkatkan guna menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di desa. Jika
ini dilakukan maka angka kemiskinan didesa akan bisa menurun
secara perlahan-lahan. Bantuan BLT Dana Desa yang diberikan
kepada masyarakat juga sudah berjalan dengan baik dan
masyarakatpun sudah bisa merasakan manfaatnya. Dana yang begitu
besar yang dikucurkan ke desa diharapkan membawa dampak positif
kepada masyarakat. Dana yang begitu besar tentu harus diiringi
dengan pengawasan yang baik oleh masyarakat desa khususnya
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
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1. Berapa Besar Apbdes Desa Langkitin Tahun 2020?
2. Berapa Besar Dana Desa dan ADD Desa Langkitin Tahun 2020?
3. Apakah Masyarakat Dilibatkan Dalam Proses Perancangan Apbdes Tahun
2020?
4. Apakah Ada Baliho Apbdes tahun2020?
5. Apakah Masyarakat Bisa Mengetahui Dan Mengakses Semua Anggaran Yang
Ada?
6. Berapa KMP (Keluarga Penerima Manfaat) Yang Mendapatkan Bantuan BLT
Dana Desa?
7. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Saat Penjaringan KPM BLT Dana Desa?
8. Berapa Besar Anggaran Yang Dikeluarkan Untuk Penanganan Covid-19?
9. Bagaimana Pemerintahan Desa Menyikapi Terkait Adanya Regulasi Yang
Berubah-ubah Selama Pandemi Covid-19?
10. Menurut Bapak/Ibu Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Langkitin
Sudah Sesuai Dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Yaitu Azaz
Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran?
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